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ABSTRAK

Penelitian tentang Pemahaman ayat-ayat dan hadis mengenai amar
ma'ruf nahi munkar menurut Front Pembela Islam (FPI) adalah urgen atau
penting berdasarkan beberapa alasan: perfama, Ayat-ayat dan hadis mengenai
amar ma'ruf nahi munkar sudah banyak dipaparkan didalam al-Qur’an dan hadis
Nabawi, dan juga oleh para mufassir klasik maupun kontemporer, namun
bagaimana ketika term amar ma'ruf nahi munkar itu dipahami dalam satu
pergerakan organisasi Islam yang keras dan tegas terhadap kemunkaran dan
kemaksiatan. Kedua, Front Pembela Islam (FPI) berangkat dari latarbelakang
berdirinya yaitu mengangkat harkat dan martabat umat Islam menjadi umat yang
yang terbaik, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara sempurna, namun
bagaimana ketika dikontekskan dengan pemahaman FPI dengan ayat-ayat dan
hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar tersebut?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan prinsip-prinsip
pemahaman serta penafsiran yang digunakan oleh Front Pembela Islam (FPI)
dalam upaya memahami term amar ma'ruf nahi munkar didalam al-Qur’an dan
hadis Nabi yang menjadi landasan dalam pergerakannya. Serta untuk mengetahui
upaya pembacaan kembali terhadap konsep pemahaman ayat-ayat dan hadis amar
ma'ruf nahi munkar menurut FPI dalam konteks kekinian. Dengan menggunakan
metode deskriptif analitis, dapat diperoleh gambaran tentang metodologi yang
diterapkan FPI dan aplikasinya tethadap amar ma'ruf nahi munkar, serta dapat
diketahui karakteristik pemahaman FPI terhadap ayat-ayat dan hadis amar ma'ruf
nahi munkar.

Dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji pemahaman Front
Pembela Islam (FPI) terhadap ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma’ruf nahi
munkar. Berangkat dari sini maka pokok masalah yang menjadi pembahasan
utama adalah, bagaimana Front Pembela Islam (FPI) memahami ayat-ayat dan
hadis mengenai amar ma’ruf nahi munkar, metode apa yang digunakan Front
Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis mengenai amar
ma’ruf nahi munkar kemudian apa implikasi dari pemahaman Front Pembela
Islam (FPI) terhadap pemahaman ayat-ayat dan hadis amar ma’ruf nahi munkar
dan aplikasi pergerakannya yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
dalam konteks kekinian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif andlitis, serta observasi dan interview Yyaitu
memaparkan secara komprehensif mengenai pemahaman Front Pembela Islam
(FPI) terhadap ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma ruf nahi munkar dari data
yang ada kemudian dianalisis.

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, maka dapat dihasilkan beberapa
temuan, yaitu pertama, FPI menggunakan dua argumentasi, yaitu argumentasi
tekstualis yang dipakai oleh ulama-ulama salaf dalam memahamai ayat-ayat dan
hadis mengenai amar ma’ruf nahi munkar. Sedangkan argumentasi aplikatif
dimaksudkan untuk merealisasikan amar ma’ruf nahi munkar FPI
melaksanakannya dengan gerakan-gerakan secara langsung.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran al-Karim diturunkan Allah melalui Nabi-Nya Muhammad
SAW. Untuk segenap umat yang selalu meyakini keberadaan-Nya adalah
sebagai penjelas serta sebagai petunjuk yang dapat dijadikan landasan bagi
seluruh umat Islam .

Kajian terhadap al-Qur’an merupakan lahan yang tidak akan pernah habis
digali kandungan isinya dalam bentuk karya ilmiah, hal ini karena al-Qur’an
adalah kebenaran yang datang dari Tuhan (Q.S. [35]:(3). Al-Qur’an juga
merupakan Hammalat Ii al-Wujith ! yaitu mengandung banyak interpretasi.
Al-Qur’an jarang menyajikan suatu permasalahan secara rinci dan detail,
pembicaraan dalam al-Qur'an pada umumnya bersifat global dan
menampilkan ajaran pokok saja, keadaan seperti itulah yang tiada habis-
habisnya oleh para cendikiawan baik muslim ataupun non muslim, sehingga
akan selalu relevan dengan perkembangan zaman serta tetap aktual sejak
diturunkan 14 abad yang lalu.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang mempunyai fungsi
sebagai petunjuk kejalan yang sebaik-baiknya (Q.S. 17: 9), petunjuk mengenai
segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi aqidah, ibadah, adab,

ekonomi, politik, hukum, tata negara dan berisi prinsip-prinsp kemanusian

'M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, Cet. XVIII (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 137.



seperti kesetaraan, kebebasan dan keadilan,” serta aspek kehidupan lainnya
yang mengacu pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.’

Dari al-Qur‘an pun dapat mengenal Islam lebih dari sebuah agama
formal.* Allah telah memberikan suatu keistimewaan bagi umat Islam, yaitu
diangkatnya mereka pada hari kiamat sebagai saksi atas umat sebelumnya. Hal
ini disebabkan tugas dakwah yang Allah amanatkan kepada mereka, yaitu
dengan misi amar ma’ruf dan nahi munkar, yang didalamnya mengandung
nasehat dan bimbingan.’

Umat Islam yang digambarkan al-Qur’an sebagai Khairu Ummah yang
menegakkan amar ma ruf dan nahi munkar adalah umat yang padu lahir batin,
bukan umat yang bertikai lantaran dominasi subyektivisme dalam memahami

umat. Sebagaimana firman Allah :

KA B D ciaaly Syl oe U a AT A A
ity sty

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah”

Muhammad Ali al-Sabiini, ar-Tibyan fi “‘Uim al-Qur’ an, Cet. 1 (Beirut: Alim al-

Kutub, 1985), him. 20.

3M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur ’an...hlm. 40.
*Ashgar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqy

(Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993). hlm. 6.

SIbn Taimiyah, Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar, terj. Abu Fahmi, Cet. I (Jakarta:

Gema Insani Press, 1990), hlm. 7.

°A. Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), him 105,

'Q.S. al-Imran: 110



Pada zaman moderen ini konsep amar ma’ruf nahi munkar sangat
diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia selain aspek lainnya,
karena manusia ditandai oleh kehendak bebas dan manusia juga dapat
mengetahui baik absolut maupun relatif. Dari sini dapat diketahui batasan-
batasan amar ma ruf nahi munkar sebagai diperlukan.

Berbicara mengenai amar ma’ruf nahi mukar, akan lebih baiknya kita
lebih dulu mengetahui apa itu amar ma’ruf nahi munkar. Secara etimologi
(lugawi), Amar memiliki arti perintah, anjuran, himbauan, bahkan juga bisa
berarti permohonan. Ma’ryf diartikan sebagai suatu yang baik, layak dan
patut. Sedangkan Nahi memiliki arti melarang, mencegah. Munkar berarti
durhaka, yakni perbuatan yang mengarah kepada kedurhakaan. Jadi secara
terminologi komprehensip bahwa amar ma 'ruf nahi munkar adalah mengajak
kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran 8 Kata ma’ruf yang paling
dekat dengan bahasa Inggris adalah good, “baik” dan secara harfiyah berarti
terkenal, yaitu apa yang terkenal, yaitu apa yang dianggap terkenal dan sudah
lazim dan diakui dalam suatu sistem kehidupan sosial.’ Sedangkan kata
munkar yang merupakan lawan kata ma’ruf yang berarti sesuatu yang tidak
digambarkan atau diinginkan oleh hati serta menetap di dalamnya, dan

merupakan bagian dari al-jahl"’

8 Depag RI, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam peningkatan Sarana
Prasarana PT Agama/Islam/IAIN Jakarta, 1993), him. 119.

® Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur’an, terj. Agus Fahri
Husein (dkk) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), him. 265.

1 Al-Ragib Isfahani, Mu’jam al-Mufiadat i alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.),
him. 256.



Formulasi pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya sebagai
reaksi semata, yakni pencegahan dan penghapusan hal-hal yang munkar dalam
hidup dan kehidupan umat, namun juga sekaligus memberikan solusi kongkrit
yang meliputi aspek kehidupan, sehingga dengan cara seperti itu, aktualisasi
amar ma’ruf nahi munkar bisa terjelaskan dan terlaksana secara bersamaan.
Artinya, bahwa amar ma’ruf yang ditawarkan merupakan tatanan konsep,
sedangkan nahi munkar yang diserukan untuk membangun tatanan kehidupan
umat yang baik menjadi sebuah solusi kongkrit yang terkonsep.

Dalam ajaran Islam, juga ditegaskan bahwa menegakkan sholat,
melakukan amar ma 'ruf nahi munkar, serta tabah dalam menghadapi cobaan
merupakan perkara-perkara yang besar dan berat (Min ‘Azmi al-Umip."!
Kesemuanya memerlukan kekuatan dan stamina spritual yang prima, demi
terlaksananya tugas penting dan strategis tersebut. Imam As-Suyuti
memberikan pengertian Min ‘Azmi al-Umur, yang pada prinsipnya berarti
semua perkara yang benar-benar memerlukan tekad, ketegaran, dan ketepatan
hati untuk melakukakannya, tugas dan kewajiban melaksanakan amar ma’ruf
nahi munkar termasuk dalam masalah keagamaan yang memerlukan mental.'?
Sebab manusia telah diberi kemampuan untuk membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk. Kelebihan dan keistimewaan ini merupakan kar;mia
yang sekaligus membuktikan bahwa manusia adalah wakil (Khalifah) Tuhan

dibumi, dan untuk lebih mengembangkan potensi kemampuan membedakan

"Ungkapan Min ‘Azmi al-‘umur dalam al-Qur *an dapat dijumpai dalam tiga surat : 4/-
‘Imran ayat 186, Lugman ayat 17, dan surat al-Syura ayat 43.

“As-Suyuti, a/-Qur’an Karim : Tafsir wa al-Bayan, diringkas oleh Muhammad al-
Hamsi, (Beirut: Dar al-Rasyid : t.t.), him 74, 416, 487.



itu, Tuhan mengutus kepada umat manusia rasul-rasul yang sesuai dengan
zamannya, agar manusia tetap pada jalan yag benar."?

Ahmad Syafi’i Ma’arif, menjelaskan bahwa perintah dan larangan agama
pada esensinya hanya mempunyai tujuan satu, yaitu agar manusia secara
individual maupun kolektif tetap berada di atas jalan yang lurus dan dalam
bingkai moral yang jelas. Bingkai moral yang kelabu dan remang-remang
akan menempatkan manusia pada posisi rancu dan munkar, antara yang baik
dan buruk. Dengan ungkapan lain, secara moral posisi rancu itu sangat
berbahaya, sebab akan mengacaukan persepsi manusia antara yang benar dan
salah. Sekali persepsi itu menjadi kacau dan menguasai arus pemikiran orang
banyak, akibat destruktif-nya pasti akan dirasakan umat (baca: Masyarakat),
cepat atau lambat. Umat akan meraba-raba dalam kebingungan dan kegalauan
sistem nilai, apakah hal itu menyangkut masalah agama, sosial politik,
ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. 1

Secara alamiyah, proses evolusi dalam sebuah peradaban akan selalu
melahirkan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang
merupakan refleksi seseorang atau lebih yang dapat mempengaruhi situasi dan

kondisi dalam masyara.kat.]5 Terlebih dalam sebuah peradaban global yang

serba materialistik sekarang ini, rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai

BMuhammad Syamsuddin, Manusia dalam Pandangan KH. Azhar Basyir, MA.

(Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), hlm. 79.

Y“Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Re-Interpretasi dan Sosialisasi Amr Ma’rif Nahi Munkar

dalam Konteks Keagamaan”, Makalah ini disampaikan pada seminar Nasional “Re-aktualisasi
Konsep Amar Ma'riif Nahi Munkar dalam Konteks Pemikiran Muhammadiyah”, di Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 22-23 November 1997, hlm. 3.

'S Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an ... him. 247.



kemanusiaan yang hakiki dan bermoral dalam melakukan sesuatu, agaknya
sudah semakin surut dan redup. Manusia telah kehilangan akal sehatnya,
sehingga tidak bisa lagi membedakan mana kriteria baik dan buruk, bahkan
phatologi moral semakin bermunculan. '®

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk
mengangkat tema tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai kajian dan
penelitian. Alasan lain yang patut dikemukakan juga ialah konsep-konsep
pemikiran pembaharuan tentang konsep amar ma’ruf nahi munkar yang
dihasilkan dahulu kini hanyalah slogan ibadah tanpa ada sosialisasi perbuatan
yang nyata. Maka dalam pembahasan skripsi ini akan diadakan penelitian
bagaimana pemahdman tentang ayat-ayat dan hadis amar ma ruf nahi munkar

menurut Front Pembela Islam (FPI).

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa rumusan
masalah, sebagai berikut :
1. Bagaimana Front Pembela Islam (FPT) memahami ayat-ayat dan hadis
amar ma 'ruf nahi munkar ?
2. Apakah yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI) dalam

memahami ayat-ayat dan hadis amar ma’ruf nahi munkar ?

S Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Re-Interpretasi dan Sosialisasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar ...

him. 10.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas,

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

Tujuannya :

1. Secara teoritis penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan serta
menjelaskan metode Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami
ayat-ayat dan hadis amar ma 'ruf nahi munkar.

2. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI)
dalam memahami ayat-ayat dan hadis amar ma 'ruf nahi munkar.

Kegunaannya :

1. Memberikan wawasan dan juga memperoleh gambaran mengenai
pemahaman Front Pembela Islam (FPI) tentang ayat-ayat dan hadis
amar ma’ruf nahi munkar

2. Memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di
bidang Tafsir Hadis pada fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka
Sesuai dengan kajian yang akan dibahas, penulis melihat dan menelaah
beberapa literatur dan penelitian yang ada kesamaannya dan perbedaan dengan
peneliti yang penulis teliti.
Selama ini sejauh penulis teliti belum ada karya-karya yang penulis

temukan yang secara khusus dan komprehensif membahas tentang



pemahaman ayat-ayat dan hadis amar ma’ruf nahi munkar Menurut Front
Pembela Islam (FPI), namun penulis menemukan beberapa buku, majalah,
buletin maupun yang lainnya.

Diantara buku yang ada kaitannya dengan tulisan penulis ialah buku yang
berjudul “Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar” yang ditulis langsung oleh
Habib Riziq. Buku ini hanya membahas perjuangan FPI dari awal hingga
sekarang. Buku “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” (Jakarta: Grafindo).
Dan juga sebuah hasil karya skripsi diperpustakaan Syarif Hidayatullah
Jakarta, diantaranya saudara Ade Rizal Fahmi “Politik Perjuangan Dakwah
(Amar Ma’ruf Nahi Munkar) Front Pembela Islam (FPI). Skripsi ini hanya
membahas masalah historisitas struktural organisasi dan dakwah Front
Pembela Islam (FPI). Majalah Tempo Edisi 23-29 Desember 2002 di Kolom
“Impiah Dari Desa Tuhan”. Ada beberapa pembahasan mengenai Front
pembela Islam (f‘PI) yang terdapat dalam Website-website diantaranya
htp./islamlib. Com.

Bila diperhatikan, buku-buku, majalah, website, maupun yang lainnya,
hanya berisi infotmasi atau catatan sederhana mengenai pandangan atau
pemahaman dari wacana yang telah dilontarkan oleh ketua umum FPI yaitu
Habib Riziq Shihab maupun tokoh-tokoh FPI yang lainnya. Meskipun
demikian hal itu sangat membantu penulis untuk mengadakan penulusuran

dan pencarian data lebih lanjut.



Jadi, dari beberapa literatur di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian
dan kajian tentang pemahaman ayat-ayat dan hadis amar ma’ruf nahi munkar

menururut Front Pembela Islam (FPI) belum dibahas secara terfokus.

E. Metode Penelitian
Metode adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah-
langkah yang dirangkai dalam urutan-urutan tertentu merupakan perangkat
aturan yang dapat membantu peneliti dalam mencapai sasaran yang tepat.'’
Agar penulisan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, penulis harus mempergunakan metode tertentu karena metode
penulisan diperlukan sebagai cara atau jalan yang harus ditempuh untuk
menentukan, mengumpulkan dan menganalisa dalam sebuah proses penulisan.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research) yang
terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti untuk mendapatkan
hasil yang maksimal dan juga menggunakan penelitian pustaka
(Library Research) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka
sebagai sumber (data) utama, schingga lebih lengkap.
2. Sifat Penelitian
Data yang sudah terkumpul, tidak akan memberikan informasi
tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Adapun pengolahan data

yang telah diperoleh dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan

YE. Sumaryono, Hermeneutik, sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1996),
him. 134.
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tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu
metode  yang meliputi penyusunan, penganalisaan  atau
penginterpretasikan data tersebut.'®
3. Tehnik Pengumpulan Data
Sehubungan dengan metode penelitian di atas, ada bermacam
tehnik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Disini terdapat tiga
tehnik pengumpulan data, yaitu :
a. Tehnik Interview
Oleh karena terdapat kesulitan untuk mendapatkan informasi
serta data-data tertulis yang diperlukan maka penulis menggunakan
tehnik interview yaitu metode yang mencakup cara yang digunakan
untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang akurat dari
responden dengan mewancarainya.
b. Observasi
Tehnik ini adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk
mengamati secara teliti tentang objek yang akan teliti. Observasi
adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena
yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan sebenarnya maupun

dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan."

BWinarno Surakhmad, Pengantar Penelitian [llmiah: Dasar Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1990), him. 139.

% 1bid,, hlm. 162.
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4. Analisis Data
Setelah data itu terkumpul, selanjutnya data tersebut
diklarifikasikan dan dianalisa dengan tehnik deskriptik-analitik, yaitu
metode yang digunakan terhadap sesuatu data sesuai dengan
penelitiannya. Dalam penganalisaan, penulis menggunakan cara
berfikir : Deduktif yaitu pembahasan yang berdasarkan kepada
pemikiran, yang kemudian disimpulkan dalam kegiatan yang bersifat
khusus.?
5. Pendekatan
Dalam menetdpkan metode yang sesuai dengan obyek
pembahasannya. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan sosiologis normatif. Secara tekstual, bahwa sosiologi
adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang masyarakat lengkap
dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang
saling berkaitan.”! Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu
pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti,
karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara
profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu

. « 22
sosiologi.

OQutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM:
Yogyakarta, 1973), hlm. 42.

Z1Abunudin Nata, Metodologi Studi Islam, (PT. Raja Grafindo Persada: Yogyakarta,
1998), him. 38.

2 Ibid., him. 39.
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Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama
sebagaimana yang disebut di atas, karena banyak sekali ajaran agama
yang berkaitan dengan masalah sosial dan agama diturunkan untuk
kepentingan sosial. Dalam al-Qur’an misalnya, kita menjumpai ayat-
ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia
lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kemakmuran suatu bangsa
dan sebab-sebab menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu
jelas dan baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya
mengeahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan.?

Sedangkan normatif sendiri memiliki arti masyarakat yang
berpegang teguh pada norma atau menurut kaedah yang berlaku.*
Dari dua terminologi tersebut dapat dimaknai bahwa pendekatan
sosioligis normataif adalah suatu pendekatan yang membantu para
peneliti menggambarkan berbagai fenomena (Baca:Gejala) sosial
dalam suatu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai normatif yang
sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, penyusun memahami amar
ma ’ruf nahi munkar sebagai doktrin agama yang merupakan pesan-
pesan nilai-nilai ilahiyah yang dibumikan kepada masyarakat sosial.

Melalui pendekatan sosiologis normatif dapat diketahui bahwa
doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak

berdiri sendiri dan tidak pernah terlepas dari jaringan institusi atau

Bbid, him. 40-42.

*Depdikbud R.I Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 1990), him. 618.
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lembaga sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya.
Istilah “das sein” dan “dan sollen” yang dalam konteks penelitian ini,
istilah tersebut dipahami bahwa masing-masing menunjuk kepada
dimensi sosiologi pada Front Pembela Islam (FPI) dan dimensi
normativitas “wahyu” sebagai otoritas utama umat Islam pada dimensi
lain. Kedua dimensi tersebut, ibarat sekeping uang dengan dua
permukaan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ada
hubungan organik dan tarik menarik antara kedua sisi tersebut, dimana
wacana sosiologis pada Front Pembela Islam (FPI) terintervensi
secara timbal balik oleh normativitas “wahyu”, yakni doktrin amar
ma ruf nahi munkar.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan sosiologis hormatif
dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekaligus
mengkaji “pembumian” amar ma’ruf nahi munkar yang dipahami
Front Pembela Islam (FPI) yang tidak terlepas dari kondisi sosial

masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan
Pembahasan penelitian ini direncanakan terdiri lima bab yang saling
terkait, sehingga akhirmya akan ditemukan sebuah pembahasan yang utuh
mengenai “Pemahaman Ayat-Ayat dan Hadis Mengenai Amar Ma’ruf Nahi

Munkar Menurut Front Pembela Islam (FPI)”.
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Bab Pertama, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, Berisi tentang biografi Front Pembela Islam (FPI), hal ini
perlu guna memperoleh gambaran obyektif terhadap faktor-faktor yang ikut
mempengaruhi berdirinya Front Pembela Islam (FPI).

Bab Ketiga, berisi tentang terma amar ma ’ruf nahi munkar yang meliputi
pengertian secara etimologis, terminologis, pengertian umum amar ma’ruf
nahi munkar serta penggunaan kata Ma ruf dan Munkar dalam al-Qur’an dan
hadis.

Bab Keempat, Berisi tentang Konsep atau pemahaman ayat-ayat dan hadis
Amar Ma’ruf Nahi Munkar menurut Front Pembela Islam (FPI) sebagai
sebuah metode jihad, beberapa tahapan dalam praktek ber-amar ma’ruf nahi
munkar serta prinsip-prinsip amar ma ruf nahi munkar.

Bab Kelima, Merupakan bab terakhir atau bab penutup yang terdiri dari
kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan disusun
dalam pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban atas permasalahan
yang diajukan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan saran-
saran dikemukakan dengan tujuan dapat disumbangkan sebagai rekomendasi

untuk kajian selanjutnya.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan

dalam bab I sampai dengan bab IV, yaitu tentang pemahaman ayat-ayat dan

hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar menurut Front Pembela Islam (FPI)

adalah ::

1.

Metodologi yang digunakan Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami
ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar di dalam al-
Qur’an dan hadis. Front Pembela Islam (FPI) menggunakan dua argumen
penting, yaitu: argumentasi para mufassir klasik Maupun kontemporer dan
argumentasi Aplikatif. Maksudnya adalah Front Pembela Islam dalam
menegakkan dan mempetjuangkan amar ma’ruf nahi munkar
berlandaskan kepada ulama-ulama klasik maupun kontemporer dalam
memahami ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma ruf nahi munkar salah
satu mufassir klasik Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah. Sedangkan para
mufassir kontemporer adalah Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna.
Argumentasi  aplikatif dimaksudkan, untuk menegakkan serta
memperjuangkan amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya bersifat teoritis
saja akan tetapi pragmatis langsung penerapan di lapangan dalam
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar yang berkembang di kalangan

masyarakat.

96
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2. Ada dua hal yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI) dalam hal
memahami ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma’ruf nahi munkar :
pertama, masalah internal maksudnya adalah pemahaman FPI dalam
menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang Amar Ma ruf Nahi Munkar yaitu
secara tekstualis dengan berpegang kepada ulama-ulama salaf. Kemudian
dengan pemahamannya FPI terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut FPI
merealisasikannya dengan gerakan-gerakan secara langsung. Kedua
masalah eksternal adalah bahwa FPI dengan metode aplikatifnya
menerapkan serta memperjuangkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar melihat
situasi dan kondisi umat Islam ketika itu adanya penderitaan begitu
panjang, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer
akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum
penguasa, adanya kemunkaran dan kemaksiatan yang merajalela diseluruh
sektor kehidupan. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan

harkat dan martabat Islam dan umat Islam.

B. Saran-saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, menurut penulis, wilayah
studi tafsir atau pemahaman terhadap al-Quran dan hadis khususnya
mengenai amar ma'ruf nahi munkar masih sangatlah luas karena banyaknya
problem yang ada dalam tafsir, baik itu proses penafsiran atau tafsir itu
sendiri. Dampak negatif terhadap pemahaman ajaran Islam akibat berbagai
macam perbedaan pemahaman atas teks, membuat salah satu pihak merasa

dirugikan. Ada baiknya jika produk pemikiran itu, dikaji terlebih dahulu
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secara mendalam, baru disampaikan. Sehingga tidak menimbulkan salah
tafsiran di antara umat Islam.

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis hanyalah salah satu bahasan dari
pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis mengenai amar ma'ruf
nahi munkar yang dipahami oleh gerakan organisasi Islam yaitu Front
Pembela Islam (FPI) yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
berkaitan dengan studi tafsir. Sehingga dapat menjadi bahan pemikiran
bersama demi berkembangnya khazanah pemikiran di dunia Islam ini.

Wallahu a’lam bi al-Sawab,
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BAB1

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, LAMBANG
Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Front Pembela Islam (FPI) -

Pasal 2
WAKTU
Organisasi ini didirikan di Jakarta tanggal 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyah,
bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyah, untuk jangka waktu yang
tidak ditetapkan lamanya

Pasal 3
KEDUDUKAN
Organisasi ini berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia

Pasal 4
LAMBANG
Organisasi ini berlambang Bintang Timbul yag dikelilingi Tasbih segitiga

BAB II
ASASI ORGANISASI
Pasal §
ASAS
Organisasi ini berasaskan ISLAM dengan Ahlus Sunnah Wal jama’ah

Pasal 6
SIFAT, PEDOMAN, SEMBOYAN

1. Organisasi ini bersifat mandiri dan tidak menjadi bagian dari ormas/Orsospol
manapun juga

2. Allah SWT adalah tujuan kami. Muhammad adalah teladan kami. Al-Qur’an
adalah pedoman kami. Jihad adalah jalan hidup kami. Syahid adalah cita-cita
kami.

3. Hidup mulia atau mati syahid

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN USAHA
Pasal 7
MAKSUD

Menegakkan Amar ma’ruf nahi Munkar disemua aspek kehidupan
Dalam menegakkan Amar Ma’ruf FPI mengutamakan metode lembut dengan
langkah :
a.Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal}
b.Memberi Mau’idzoh Hasanah
c.Berdiskusi dengan cara yang terbaik

N s



Dalam menegakkan Nahi Munkar FPI menggunakan metode tegas dengan

langkah :

a.Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu

b.Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakn lisan dan pena

c.Bila kedua langkah tadi tidak mampu,menggunakan hati yang tertuang
dalam ketegasan sikap

Pasal 8

TUJUAN
Mengembalikan umat Islam pada fitrah-Nya
Mendidik umat Islam agar bisa hidup mandiri, sejahtera dan Islami.
Terciptanya bahasa persamaan pandangan dalam indahnya Islam yang kamil
(sempurna) dan Syamil (universal)
Menerapkan Syariat Islam secara kaffah
Menumbuh kembangkan semangat dan kemampuan anggota untuk
menguasai, memanfaatkan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi bagi kesejahteraan ummat manusia.

Pasal 9
USAHA

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut organisasi ini mangadakan/melakukan
usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam bidang sebagai berikut :

B LR =

Ibdah, Dakwah, dan fatwa
Hubungan dalam negeri
Hubungan luar negeri
Membantu usaha dibidang pertahanan/keamanan dalam rangka bela
Negara/jihad

Memabntu usaha dibidang sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia.
pendidikan dan kebudayaan

Ekonomi, keuangan dan industri

Riset dan teknologi

Pangan, Pertanian dan perternakan

i

. Pembangunan Lingkungan

. Pengembangan informasi

. Kewanitaan

. Mengadakan kerjasama dengan badan lain, negeri maupun swasta, didalam

maupun diluar negeri

. mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah dan berguna bagi para anggota,

simpatisan organisasi dan masvarakat sesuai dengan maksud dan tujuan
organisasi.
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BAB1IV
KEPEMIMPIAN, KEKUASAAN ORGANISASI DAN STRUKTURAL
Pasal 10
KEPEMIMPINAN

Dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat pusat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ditingkat Propinsi

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ditigkat kabupaten dan Kotamadya.
Dewan Pimpinan cabang (DPC) ditingkat kecamatan '

Pos Komando (POSKO) ditingkat kelurahan

Dewan Perwakilan Front (DPF) diluar negeri.

Pasal 11
KEKUASAAN ORGANISASI
Kekuasan organisasi dipegang oleh :

Musyawarah Nasional (MUNAS) ditingkat nasional

Musyawarah Daerah (MUSDA) ditingkat Propinsi

Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ditingkat kabupaten/K otamadya.
Musyawarah Cabang (MUSCAB) ditingkat kecamatan

Pasal 12
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur utama organisasi terpisah dalam dua bagian : Majelis Syura dan

Majelis Tanfidzi.

Majelis Syura ialah dewan tertinggi Front yang mempunyai kewajiban :

a. Menjaga, membimbing dan mengarahkan setiap aktivis FPL

b. Membantu ketua umum I'PI dengan melalui masukan-masukan informasi,
saran, kritik, dan nasehat.

Majelis Tanfidzi adalah Badan Pengurus Harian

Majelis Syura dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris

dan lima orang wakil ketua yang masing-masing memimpin :

a. Dewan Syariat

b. Dewan kehormatan

¢. Dewan Pembina

d. Dewan penasehat

e. Dewan Pengawas

Majelis Tanfidzi tingkat pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang

dibantu oleh beberapa ketua, yang masing-masing ketua membawahi sejumlah

bidang kerja.

Majelis Tanfidzi tingkat pusat memiliki seorang sekretaris jendral yang

dibantu oleh beberapa sekretaris.

Majelis Tanfidzi tingkat pusat memiliki seorang bendahara ahli yang dibantu

beberapa orang bendahara.
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8. Majelis tanfidzi tingkat daerah / wilayah / Cabang dipimpin oleh seorang
ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan saorang sekretaris serta
seorang bendahara.

9. Ketua umum dalam melaksanakan tugasnya dibnatu oleh beberapa
departemen sesuai dengan kebutuhan.

10. Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam (DPP-FPI) berhak untuk
membentuk departemen/ badan/ lembaga/ anak organisasi baru sesuai dengan
kebutuhan.

11. Ditingkat daerah / wilayah/ cabang/ jumlah departemen/ badan/ lembaga
disesuaikan kebutuhan.

BAB YV
KEUANGAN ORGANISASI
Pasal 13
KEUANGAN ORGANISASI

luran dan infak dari angota organisasi
Donatur yang tidak mengikat
Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

[y
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BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 14
KEANGGOTAAN

1. Yang berhak men;jadai anggota oraganisasi unu ialah individu-individu yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan didalam Anggaran rumah
Tangga.

2. Kelompok / Lembaga/ Organisasi yang ingin berfusi/ bealiansi dengan FPI
harus memenubhi asasi FPI.

BAB VII
FERUBAHAN & PEMBUBARAN
Pasal 15
PERUBAHAN

" " " Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh MUNAS

Pasal 16
PEMBUBARAN

1. Organisasi Front Pembela Islam hanya dapat dibubarkan oleh MUNAS
2. Keputusan pembubaran dianggap sah, apabila dihadiri secara aklamasi.



BAB VIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 17
KETENTUAN UMUM

1. Hakl-hal yang belum diatur dalam anggaran Dasar ini, akan diatur dala
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan tersendiri yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan penjelasan.

2. Anggamn Dasar ini disahkan oleh MUNAS I Front Pembela Islam (FPI) di
Asrama haji Pondok Gede Jakarta 26 Syawwal 1424 H/ 21 Desember 2003
M

3. Se.mua ketentuan yang bertentangan dengan Anggarn Dasar ini tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Asrama Haji Pondok Gede Jakarta
Pada tanggal...... Syawwal 1424 H/.....Desember 2003.M
Pimpinan Sidang Sub Komisi
MUNAS I front Pembela Islam (FPI)
Ketua Sekretaris
Pimpinan Sidang Komisi
MUNAS I Front Pembela Islam (FPI)
Ketua Sekretaris
Disahkan pada siding pleno
MUNAS T Front Pembela Islam (FPT)
Pimpinan Sidang
Ketua Sekretaris

m)
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NOTA PENJELASAN

Sebagai cataatn otentik maka perlu disampaikan nota penjelasan lembaran sejarah

kelahiran Front Pembela Islam (FPI), beserta perjalanan perjuangannya selama 5
tahun periode kebangkitan dari tahun 1998-2003. Hal inj dimaksudkan untuk

dapat memberikan nuasa histories tentang perjalanan dan keterkaitan dengan

Front Pembela Islam dengan perjuangan Umat Islam.

1.

Front Pembela Islam adalah organisasi yanginenjadai wadah kerjasama antara
ulama dan umat dalam menegakka Amar Ma’ruf nahj Munkar disetiap aspek
kehidupan. ‘

Front Pembela Islam dideklarasikan pada hari Senin tanggal 24 Rabi’uts Tsani
1419 hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyah jam
23.00 WIB bertempat dihalaman pondok _ Pesantren Al Um, Kap. Utan,
Ciputat, Jakarta Selatan oleh sejumlah Habaib, Ulama, Muballigh, aktifis
muslim yang disaksikan oleh ribuan umat Islam dengan susunan pengurus inti

sebagai berikut :

» Ketua Umum + Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab
> Sekretaris Jendral : KH. Drs. Misbahul Anam
> Bendahara Ahli : Ahmad Defri Dahler, SE

Latar belakang didirikannya Front Pembela Islam (FPI) didasari pada :

1.

Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia, karena lemahnya
kontrol sosial penguasa sipil maupun militer., akibat banyaknya pelanggarn
HAM dan kezhaliman yang dilakukan oleh oknum penguasa.

Adanya kewajiban menjaga dan mempertahankan serta membela harkat dan

martabat Islam dan umatnya.



ANGGARAN RUMAH TANGGA
FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

BAB 1
FILSAFAT NAMA
Pasal 1
FRONT

Menampilkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk ada digaris terdepan dan
memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan.

Pasal 2
PEMBELA
Mengisyaratkan bahwa oragaisasi ini berperan aktif dalm membela dan
memperjuangkan hak Islam dan umat Islam.

Pasal 3

ISLAM
Mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Syariat
Islam yang lurus, benar, serta menjadi rahmatuntuk semesta alam.

BAB II I
ARTI LAMBANG
Paasal 4
Arti lambing
- Warna dasar putih melambangkan kesucian
Bintnag timbul melambangkan ketinggian Islam
Warna hijau pada bintang melambangkan keislaman
Tulisan Front Pembela [slam berbanasa arab menunjukkan semangat Qur’ani
Tulisan Front Pembela Islam berbahasa Indonesia menunjukkan rasa
kebangsaan.
Warna hitam pada tulisan melambangkan ketajaman pemikiran dan ketegasan
sikap,
7. Tasbih melambangkan selalu Zikrillah
8. bentuk tasbih segitiza sama sisi yang diikat melambangkan kekuta arti
persaudaraan.
9. Sembilan puluh sembilan melambangkan Asmaul Husna
10. Tiga puluh tiga biji tasbih disetiap sisi melambangkan keadilan dan
pemerataan.
"' 11. Warna hijau muda pada tasbih melambangkan kesejukan Islam.
12. Tiga biji tasbih pemisah dengan bentuk kubah masjid melambangkan
keterikatan anggota dengan masjid.

SAS OIS

&



Lnl\):-—-

DN

Sy

PNAU B LN -

o

10

BAB III
KLASIFIKASI ANGGOTA
Pasal 5
KLASIFIKASI ANGGOTA INDIVIDU
Anggota biasa
Anggota teras
Anggota kehormatan !

Pasal 6
KLASIFIKASI ANGGOTA KELOMPOK
Anggota Fusi

. Anggota Aliansi

BAB1V
PERSYARATAN KEANGGOTAN
Pasal 7
PERSYARATAN KEANGGOTAAN BIASA

arat menjadi Anggota FPI :
Beragama Islam
Berakhlaqul Karimah
Taqwa dan Istiqgomauh
Memiliki ruhul jihad
Berani dan tegas
Menguasai bidang keilmuannya
Mempunyai loyalitas yang tinggi
Bersedia mematuhi AD/ART serta ketetapan-ketetapan dan peraturan-
peraturan organisasi.
Bersedia melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Front (GBHF) dan khittah
perjuangan

. Mengisi formulir anggota

Pasal 8
PERSYARATAN KEANGGOTAAN TERAS

Anggota teras adalah anggota biasa yang telah lulus dari jenjang pengkaderan /
pelatihan yang dibuat DPP-FP!

1.
2.

Pasal 9
PERSYARATAN KEANGGOTAAN KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah orang yangb berjasa terhadap perjuangan Islam
Angota kehormatan diangkat dan ditetapkan olehb Dewan Pimpinan Pusat.
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BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10
PERSYARATAN ANGGOTA FUSI

Membubarkan eksistensi kelompok / lembaga / organisasinya.
Menggabungkan seluruh anggota, perangkat dan asetnya ke tubuh FPI.
Tidak menjadi organisasi didalam organisasi.

Pasal i1
PERSYARATAN ANGGOTA ALIAN SI

Menyatakan secara tertulis kesedian beraliansi dengan FPI melalui putusan
sah organisasinya.
Menyesuaikan AD/ART organisasinya dengan asasi organisasi FP]

Pasal 12 !
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Menmilih dan dipil:h dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi
Mengikuti jenjang pengkaderan / pelatihan yang diadakan oleh organisasi
Berhak menghadiri / mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
organisasi

Membayar iuran yang telah ditetapkan

Menjaga dun menjunjung tinggi nama baik organisasi

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi

Memahami, menghayaii, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan
sehari-hari.

Mentaati dan melaksanakan AD/ART, garis-garis Besar Haluan Front
(GBHF), khittah perjuangan dan ketetapan-ketetapan / peraturan-peraturan
organisasi lainnya.

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA TERAS

Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi
Menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan  yang diselenggarakan  oleh
organisasi

Menjaga dan menjun;jung tinggi nama baik organisasi

Berpartisipasi aktif dalam kegijatan organisasi

Membayar iuran yang telah ditetapkan

Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan
sehari-hari.

Mentaati dan melaksanakan AD/ART, garis-garis Besar Haluan Front
(GBHF), khittah perjuangan dan ketetapan-ketetapan / peraturan-peraturan
organisasi lainnya.

10



Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA TERAS

Mempelajari ilmu pengetabuan yang bermanfaat bagi perjuangan organisasi
dan umat Islam

Tunduk kepada semua ketentuan organisasi serta memperhatikan dan
melaksanakan misi perjuangan organisasi

Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada organisasi baik lisan
maupun tulisan.

Memberikan sumbangan baik moril maupun materil sesuai dengan
kemampuan dan kesanggupan

BAB VI
SANKSI ORGANISASI
Pasal 15
HILANGNYA KEANGGOTAAN

» Seorang angota FPI dapat kehilangan keanggotaan karena :

1.

Atas permintaan sendiri

2. Di berhentikan atau dipecat

3.

98]

Meninggal dunia

Pasal 16
HUKUMAN

. Anggota FPI dapat dijatuhi hukuman apabila :

a.  Melanggar nilai-nilai Islam

b. Mencemarkan dan merugikan nama baik Islam dan umat Islam

. Mencemarkan dan menigikan nama baik FPI

d. Melanggar keputusan-keputusan, ketetapa-ketetapan dan peraturan-
peraturan organisasi lainya yang telah ditetapkan oleh FPI

Hukuman kepada anggota dapat berupa peringatan, skorsing dan pemecatan

Anggota yang diskorsing dapat melakukan pembelaan dalam forum yang

ditunjuk untuk itu

BAB VII
RANGKAP ANGGOTA / JABATAN
Pasal 17
RANGKAP ANGGOTA

Anggota FPI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain dengan syarat :
a. Sepengetahuan dan seijin pimpinannya
b. Selama organisasi tersebut berasas Islam dan mempunyai visi dan misi yang

sama

11



Pasal 18
RANGKAP JABATAN

Dalam keadaan tertentu pengurus FP1 dapat merangkap jabatan pada organisasi
lain dengan syarat :

1.

Sepengetahuan dan seijin pimpinannya

2. Selam organisasi tersebut berasaskan Islam dan mempunyai visi dan misi

1.

yang sama

BAB VIII
MANAJEMEN ORGANISASI ‘
Pasal 19
MUNAS
Munas adalah instansi kekuasaan tertinggi organisasi

2. Muhas merupakan forum musyawarah

B~

Pengurus Pimpinan Pusat

Utusan Pimpinan Daerah

Utusan Pimpinan Wilayah

Utusan Pimpinan Cabang
Perwakilan-perwakilan FPI diluar negeri
Undangan Dewan Pimpinan Pusat

Do Ao

Pasal 20
FUNGSI DAN WEWENANG MUNAS

Menetapkan AD/ART Garis-garis Besar haluan Front, khitah perjuangan,
peraturan-peraturan pokok organisasi, program kerja nasional dan lain-lain
yang dianggap perlu.

Meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan pusat

Memilih dewan pimpinan pusat dengan jalan memilih ketua umum/ketua
formatur dan beberapa anggota formatur.

Menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 21
PENYELENGGARAAN MUNAS

Munas diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Dewan Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab penyelanggaraan Munas.
Dalam keadaan tertentu yang dianggap perlu dapat diadakan Munas luar biasa
Munas luar biasa dapat diselenggarakan dengan usul/inisiatif 2/3 dewan
pimpinan daerah yang sah

Munas luar biasa diadakar: untuk membicarakan masalah yang mendesak dan
yang dianggap penting yang mengancam eksistensi oraganisasi dan tidak
dapat ditangguhkan sampai munas berikutnya. '
Penyelenggaraan dan mekanisme kerja Munas luar biasa akan diatur sendiri.

12
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Pasal 22
UTUSAN MUNAS

Utusan Munas terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah,
Dewar Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Perwakilan-perwakilan
FPI diluar negeri dan undangan-undangan Dewan Pimpinan Pusat.

Peserta Munas ialah peserta yang membawa surat mandate dari Dewan Pimpia
Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan cabang bila utusan dari
cabang, perwakilan deri luar negeri bila utusan dari luar negeri.

Peninjau Munas dan Undangan-undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat,

Pasal 23
TATA TERTIB MUNAS

- Munas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-sekurangnya setengah lebih

satu dari jumlah pengurus pimpinan pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Wilayah, dan utusan-utusan Perwakilan FPI diluar negeri.

Pimpinan daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang FPI yang
definitive.

Apabila pasal 21 ayat 1 tidak terpenchi maka munas ditunda sampai 1X6 jam
dan setelah itu dinyatakan sah v

Sebelum Pimpinan sidang munas dipilih, sidang-sidang munas dipimpian oleh
Dewan Pimpinan Pusat,

Pimpinan sidang Munas dipilih dari peserta dalam bentuk presidium,
sekurang-sekurangnya 7 (tujuh) orang.

Peserta Munas memiliki hak bicara dan hak suara

Peninjau munas hanya memiliki hak bicara,

Pasal 24
PELANTIKAN DAN SERAH_ TERIMA JABATAN PIMPINAN PUSAT

Selambat-lambatnya 30 X 24 Jam ketua umum/ketua formatur terpilih dibantu
oleh anggota formatur lainnva harus selesai menyusun struktur dan personalia
Pimpinan pusat FPI,

Penyelesaian susunan personalia dan struktur DPP-FPI oleh ketua uum/ketua
formatur dibantu anggota formatur lainnya ditandai dengan ‘keluarnya SK
(surat keterangan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur
lainnya.

Selambatnya 30 hari setelah personalia DPP-FP] terbentuk, sudah dilakukan
pelantikan dan serah terima jabatan.

Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.

13
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Pasal 25
MUSYAWARAH DAERAH

i
Musyawarah daerah adalah instansi kekuasaan tertinggi ditingkat Propinsi
Musyawarah daerah merupakan forum musyawarah Pengurus Pimpinan
Daerah, ytusan pimpinan wilayah dan utusan pimpinan cabang serta undangan
pimpinan daerah.

Pasal 26
FUNGSI DAN WEWENAN G MUSYAWARAH DAERAH

Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pimpinan Daerah,

Menetapkan program kerja daerah dan ketetapan-ketetapan lain yang dinggap
perlu

Memilih Pimpinan Daerah dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur
dan beberapa orang anggnta Formatur.

Menetapkan tempat penyelenggaraan musyawarah daerah berikutnya,

Pasal 27
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH

Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

Pimpinan Daerah adalah penanggungjawab penyelanggaraan Musyawarah
Daerah.

Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah daerah luar
biasa diluar dari ketentuan pasal ayat 1.

Mnusyawrah daerah luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif / usul
pimpinan wilayah dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
pimpinan wilayah yang ada.

Musyawarah daerah luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang
mendesak atau yang dianggap penting yang mengancam eksistensi organisasi
dan tidak ditangguhkan sarapai musyawarah daerah selanjutnya.

Syarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme musyawarah daerah luar
biasa akan diatur tersendiri.

Pasal 28
UTUSAN MUSYAWARAH DAERAH.

Utusan musyawarah daerah terdiri dari pimpinan daerah, utusan-utusan
Pimpinan wilayah dan utusan-utusan pimpinan cabang.

Peserta dari pimpinan wilayak dan pimpinan cabang harus disertai surat
mandat.

Peninjau musyawarah daerah terdiri dari pimpinan pusat dan undangan-
undangan pengurus daerah.

Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan daerah

14
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Pasal 29
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah daerah dianggap sch apabila diahadiri sekurang-kurangnya
setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan daerah, pimpinan wilayah,
dan pimpinan cabang.

2. Pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang berhak hadir dalam
musyawarah daerah adalah pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang
definitive,

3. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka musyawarah daerah ditunda selama 1 X 6
jam dan setelah itu dinyatakan sah.

4. Sebelum pimpinan sidang musyawarah daerah dipilih, sidang dipimpin oleh

Majelis Syura pimpinan daerah lama.

Pimpinan musyawarah daerah, adalah majelis Syura terpilih.

Peserta musyawarah daeran mempunyai hak suara dan bicara.

Peninjau musyawarah daerah hanya memiliki hak bicara.

N o

Pasai 30 -
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN DAERAH

1. Selambat-lambatnya 30X24 jam ketua majelis Tanfidzi terpilih dibantu oleh
Majelis Syura terpilih harus telah selesai menyusun struktur dan personalia
Pimpinan DPD-FPI.

2. Penyelesaian susunan personalia dan struktur DPD-FPI oleh ketua majelis
Tanfidzi ditandai dengan keluarnya SK (Surat Keputusan) dari ketua majelis
Tanfidzi DPD-FPL

3. Selambat-lambatnya 30 hari setelah personalia DPD-FPI terbentuk, sudah
dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan.

4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan
diatur dalam ketentuan sendiri.

5. Jika ayat (1, 2, dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu
yang diberikan, maka pimpinan pusat berhak untuk memberikan peringatan
dan jika dianbggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang
diambil dari anngota formatur terpilih atau atau memandatir beberapa orang
untuk penyusunan dan persiapan Pelantikan Pimpinan Daerah.

Pasal 31
MUSYAWARAH WILAYAH

[y

Musyawarah wilayah adalah instansi kekuasaan tertinggi ditingkat wilayah.

2. Musyawarah merupakan Forum Musyawrah Pengurus Pimpinan Wilayah,
utusan pimpinan cabang, vtusar pimpinan Pos Komando dan undangan
Pimpinan Wilayah.
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- Pasal 32
FUNGSI DAN WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH

. Menilai dan meminta pertanggung jawaban pimpinan Wilayah,

Menetapkan Program Kerja Pimpinan Wilayah dan ketetapan lain yang
dianggap perlu.

Memilih pimpinan Wilayah dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur
dan beberapa orang anggoia formatur. i

Menetapkan tempat penyelenggaraan Wilayah berikutnya.

Pasal 33
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH WILAYAH

Musyawarah wilayah dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pimpinan Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggara Musyawarah
Wilayah.

Sebelum pimpinan wilayah dipilih, sidang-sidang musyawarah dipimpin oleh
pimpinan wilayah.

Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih
satu dari jumlah pengurus pimpinan wilayah dan pimpinan cabang serta
pimpinan pos komando yang berhak hadir.

Pimpinan Cabang dan pimpinan posko yang berhak hadir dalam musyawarah
wilayah adalah pimpinan cabang dan pimpinan posko yang definitif,

Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah wilayah luar
biasa diluar dari ketentuan pasal 31 ayat 1.

Musyawarah luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif/usi] pimpinan
cabang atau lebih dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
pimpinan cabang yang ada.

Musyawarah luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang
mendesak atau dianggap penting ya ng mengancam cksistensi organisasi dan
tidak dapat ditangguhkan sampai musyawarah wilayah berikutnya.
Syarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme kerja Musyawarah
Wilayah luar biasa akan diatur fersendiri.

Pasal 34
UTUSAN MUSYARAH WILAYAH

- Utusan musyawarah wilayah terdiri dari pengurus pimpinan wilayah, utusan

pimpinan cabang dan utusan posko.

Peserta dari pimpinan caban g dan posko harus disertai surat mandat.

Peninjau musyawarah wilayah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan daerah,
dan undangan dari pimpinan wilayah,

Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan wilayah.
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Pasal 35
TATA TERTIB MUSYAWARAH WILAYAH

Musyawarah wikayah dianggap sah apabila diahadiri sekurang-kurangnya
setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan wilayah, dan pimpinan
cabang yang berhak hadir.

Pimpinan cabang yang berhak hadir dalam musyawarah wilayah adalah
pimpinan cabang yang definitif,

Apabila pasal 33 ayat 1 tidak terpenuhi maka musyawarah ditunda selam 1x 6
jam dan setelah itu dinyatakan sah.

Sebelum pimpinan sidang musyarah wilayah dipilih, sidang-sidang dipimpin
oleh pimpinan wilayah.

Pimpinan sidang dalam bentuk presidium, sekurang-kurangnya 5 orang dan
sebanyak-banyaknya 7 orang, :

Peserta musyawarah wilayah mempunyai hak suara dan bicara.

Peninjau musyawarah wilayah hanya mempunyai hak bicara.

Paszl 36 _
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINNAN
WILAYAH

Selambat-lambatnya 15 x 24 jam ketua umum/ketua formatur terpilih dibantu
oleh anggota formatur lainnya harus telah selesai menyusun struktur dan
personalia Pimpinan DPW-FPI. '

Penyelesaian susuna personalia dan struktur DPW FPI oleh ketua umum/ketua
formatur dan anggota formatur lainnya ditandai dengan keluanya SK (surat
keputusan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya.
Selambat-lambatnya 15 hari setelah personalia DPW FPI terbentuk sudah
dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan,

Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.

Jika ayat (1, 2 dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu
yang diberikan,. Maka Dewan Pimpinan Pusat setelah minta pertimbangan
dari pimpinan daerah setempat berhak untuk memberi peringatan dan jika
dianggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang diambil
dari anggota formatur terpilih atau memandatir beberapa orang untuk
penyusunan dan persiapan pelantikan Pimpinan wilayah.

Pasal 37
MUSYAWARAH CABANG

- Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat cabang.

Musyawarah cabang merupakan forum musyawarah pengurus pimpinan
cabang dan pos-pos komando (Posko).
Menetapkan tempat musyawarsh cabang berikutnya.
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Pasal 38
FUNGSI DAN WEWENANG MUSYAWARAH CABANG

Meminta pertanggungjawaban pimpianan cabang.
Menetapkan program kerja pimpinan cabang dan ketetapan-ketetapan lain

yang dipandang perlu. _
Memilih pimpinan cabang dengan jalan memilih ketua numum/ketua formatur
dan beberapa orang anggota formatuy.

Pasal 39
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG

Musayawarah cabang dielenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

2. Pimpinan cabang dalam penanggungjawab, penyelenggaraan musyawarah

cabang.

Sebelum pimpinan musyawarah cabnag dipilih, sidang-sidang musyawarah
cabang dipimpin oleh pimpinan cabang,

Musyawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya
setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan cabang dan pos-pos
komando.

Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah luar biasa
diluar dari ketentuan pasal 37 ayat i,

Musyawarah cabang luar biasa dapat diselenggrakan atas inisiatif/usul pos
komado dengan persetujuan 2/3 dari jumlah pos-pos komando.

Musyawarah cabang luarb biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang
mendesak atau yang dianggap penting yang mengancam eksistensi organisasi
dan tidak dapat ditangguhkan sampai musyawarah cabang berikutnya.
Sayarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme kerja Musyawarah
cabang luar biasa akan diatur tersendii,

Pasal 40
UTUSAN MUSYAWARAH CABANG

Utusan musyawarah cabang terdiri dari pengurus pimpinan cabang, utusan pos
komando.

Peserta dari pos komando harus disertai surat mandat.

Peserta peninjau musyawarah cabang terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan
daerah, pimpinan wilayah, dan undangan dari pimpinan cabang.

Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan cabang,

Pasal 41
TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG

Musyawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya

setengah lebih satu dari jumlah pengurus Pimpinan Cabang dan pos-pos
komando.
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2. Posko-posko yang berhak hadir izalah posko yang definitif,

3. Apabila pasal 39 ayat 1tidak terpenuhi maka maka musyawarah cabang
ditunda selam 1x 6 jam dar setelah itu dinyatakan sah. :

4. Sebelum pimpinan musyawarah cabang dipilih, sidang-sidang musyawarah
cabang dipimpin oleh pimpinan cabang,

5. Pimpinan musyawarah cabang dipilih dari peserta dalam bentuk presidium,
sekuarang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

6. Peserta musyawarah cabang mempunyai hak suara dan bicara.

7. Peninjau musyawarai cabang hanya memiliki hak bicara.

Pasal 42
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN CABANG

1. Selambatnya-lambatnya 15x24 jam ketua umum/ketua formatur terpilih
dibantu oleh anggota formatur lainnya harus telah selesai menyusun struktur
dan personalia pimpinan DPC-FP].

2. Penyelesaian susunan personalia dan stuktur DPC-FPI oleh ketua umum/ketua
formatur dan anggota formatur lainnya ditandai dengan keluarnya SK (surat
keputusan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya.

3. Selambat-lambatnya 15 hari setelah personalia DPC-FPI terbnetuk sudah
dilakukan pelantikan dan serah terima Jabatan akab diatur dalam ketentuan
tersendiri.

4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.

5. Jika ayat (1,2 dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu
yang diberikan. Maka dewan pimpinan daerah setelah meminta pertimbngan
dari pimpinan wilayah setempat berhak untuk memberi peringatan dan jika
dianggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang diambil
dari anggota formatur terpilih atau memandati beberapa orang untuk
penyusunan dan persiapan pelantikan pimpinan cabang.

BAB IX
PIMPINAN MUSYAWARAH
Pasal 43
DI DALAM MUSYAWARAH NASIONAL

Pimpinan Pusat mempunyai 10 (sepuluh) suara.

Setiap pimpinan daerah mempunyai 5 (lima) suara.
Setiap pimpinan wilayah mempunyai 3 (tiga) suara
Setiap pimpinan cabang mempunyai 1 (satu) suara

PR

Pasal 44
DI DALAM MUSYAWARAH DAERAH
. Pimpinan daerah niempunyai 5 (lima) suara. I
2. Setiap pimpinan wilayah mempunyai 3 (tiga) suara.
Setiap pimpinan cabang mempunyai 1 (satn) suara.

5}
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Pasal 45
DI DALAM M USYAWARAH WILAYAH

Pimpinan wilayah mempunyai S (lima) suara
Setiap pimpinan cabang mempunyai 3 (tiga) suara
Setiap Pos komando mempunyai 1 (satu) suara

Pasal 46
DI DALAM MUSAYAWARAH CABANG

Pimpinan Cabang mempunyai 5 (lima) suara,
Setipa pos komando mempunyai 3 (tiga) suara.

BAB X
PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 47
KEDUDUKAN PIMPINAN

Pimpinan Pusat berkedudukan dj Jakarta Republik Indonesia

Pimpinan Daerah berkedudnkan divempat yang ditetapkan oleh pimpinan
daerah.

Pimpinan Wilayah berkedudukan ditempat yang duitetapkan oleh pimpinan
wilayah.

Pimpinan Cabang berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh pimpinan
cabang,

Pimpinan Pos komando berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh
pimpinan pos komando. -

Pasal 48
PIMPINAN DAERAH

Pengesahan berdirinnya pimpinan daerah dilakukan oleh pimpinan pusat atas
usul atau rekomendasi mandatir pembentukan daerah/ketua dan anggota

formatur.
Prosedur dan mekanisme pembentukan pimpinan daerah diatur dalam

ketentuan atau ketctapan tersendiri.

Pasal 49
PIMPINAN WILAYAH

Pimpinan wilayah didirikan didaerah tingkat Kotamadya atau kabupaten atau

yang dipersamakan dengan iiu jika didalamnya sudah ada sekurang-kurangnya
2 (dua) Pimpinan cabang yang sah.
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pengesahan berdirinya pimpinan wilayah dilakukan oleh pimpinan pusat atas
usul atau rekomendasi mandatir pembentukan wilayah/ketua dan anggota
formatur.

Prosedur dan mekanisme pembentukan pimpinan wilayah diatur dalam
ketentuan atau ketetapan tersendiri.

Pasal 50
PIMPINAN CABANG

Pimpinan cabang didirikan didaerah tingkat kecamatan atau yang
dipersamakan dengan itu jika didalamrya sudah ada sekurang-kurangnya 12
(dua belas) orang anggota FPI.

Pengesahan berdirinya pimpinan cabang dilakukan oleh pimpinan pusat atas
usul atau rekomendasi mandatir pembentukan cabang/ketua dan angota
formatur.

Pasal 51
POS KOMANDO
Pos komando didirikan ditingkat kelurahan atau yang dipersamakan dengan
itu jika dikelurahan tersebut sudah terdapat 6 oarang anggota FPI.
Pengesahan berdirinya Posko dilakukan oleh pimpinan wilayah atas usulan
pimpinan cabang.

BAB XI
MUSYAWARAH KERJA
Pasal 52
MUSAYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS)

Musyawarah kerja nasional adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah
Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagai forum musyawarah pimpinan
organisasi ditingkat nasional.

Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh pimpinan pusat dan
dihadiri oleh pimpinan daerah dan pimpinan wilayah.

Fungsi musyawarah kerja nasional adalah sebagai forum musyawarah evaluasi
kerja DPP-FPI serta membahas dan menetapkan konsep-konsep crganisasi.

. Musyawarah kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1

periode kepengurusan. :

Passl 53
MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA)

Musyawarah kerja Daerah adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah
Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagai forum musyawarah pimpinan
organisasi ditingkat Daerah.

Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh pimpinan daerah dan dihadiri
oleh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.
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3. Fungsi musyawarah kerja daerah adalah sebagai forum musyawarah evaluasi
kerja DPD-FPI serta membahas dan menetapkan program kerja tingkat
daerah.

4. Musyawarah kerja daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1
periode kepengurusar.

Pasal 54
MUSYAWARAH KERJA WILAYAH (MUKERWIL)

1. Musyawarah kerja wilayah adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah
Musyawarah wilayah (MUSWIL) sebagai forum musyawarah pimpinan
organisasi ditingkat Wilayah. :

2. Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh pimpinan wilayah dan
dihadiri oleh pimpinan cabang dan pimpinan posko..

3. Fungsi musyawarah kerja wilayah adalah sebagai forum musyawarah evaluasi
kerja. DPW-FPI serta membahas dan menetapkan program kerja tingkat
wilayah.

4. Musyawarah kerja wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1
periode kepengurusan. '

BAB XII
SIDANG-SIDANG
Pasal 55
SIDANG PARIPURNA

1. Sidang paripurna adalah instansi kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah
Nasional (MUNAS). Sebagai forum musyawarah pimpinan organisasi tingkat
nasional.

2. Sidang paripurna diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah.

3. Fungsi sidang paripurna adalah untuk membicarakan masalah-masalah
organisasi maupun masalah-masalah ekternal yang dipandang penting
mendesak dan mendasar.

4. Sidang paripurna diadakan sckurang-kurangnya | (satu) kali dalam } periode.

Paszl 56
SIDANG PLENO

Sidang Pleno diadakan untuk membahas, menetapkan dan melaksanakan
kebijakan yang telah diputuskan oleh :

MUNAS/MUKERNAS ditingkat nssional.

MUSDA/MUKERDA ditingkat daerah.

MUSWIL/MUKERWIL ditingkat wilayah.,

Atau menetapkan kebijakan lain yang dianggap penting .

Sidang pleno diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) x dalam 1 (satu) tahun.

eeo o
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Pasal 57
SIDANG MAJELIS SYURA

Sidang majelis syura diadakan untuk memberikan pertimbangan, nasehat dan
bimbingan, kepada pengurus FPI dalam melaksanakan tugasnya.

Peserta rapat majelis syura terdiri dari segenap rapat majelis syura.

Sidang majelis syura diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 58
REAPAT BADAN PENGURUS / MAJELIS TANFIDZI

Rapat badan pengurus diadakan untuk menetapkan pola kerja serta strategi
kerja untuk mencapai hasii yang terbaik.

Rapat badan pengurus terbagi 2 (dua) :

a. Umum : yaitu rapat yang melibatkan seluruh badan pengurus.

b. Khusus : yaitu rapat yang melibatkan instansi tertentu dalam

Kepengurusan.

BAE XIII
KONGRES
Pasal 59
KONGRES

Kongres adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh DPP-FPI.
Peserta kongres terdiri :

a. Seluruh anggota majelis syura/pengurus DPP-FPI

b. Pengurus Daerah/Wilayah/cabang FPI yang diundang secara resmi.

c. Ormas-ormas Islam yang diundang secara resmi.

d. Ulama/tokoh yang diundang secara resmi.

Kongres diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB X1V
BAHTSUL MASAIL
Pasal 60
BAHTSUL MASAIL

Bahtsul masail adalah pertemuan yang diadakan unmtuk membahas

permasalahan-permasalahan hokum Islam.

Peserta Bahtsul Masail terdiri dari :

a. Majelis Syura dan ketua umum FPI

b. Anggota organisasi yang dipandang memenuhi syarat.

c. Ulama, pakar, tokoh masyarakat yang memilki keahlian dalam
permasalahan terkaitdan diundang secara resmi.

Bahtsul Masail diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
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BAB XV
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 61
PIMPINAN PUSAT

Dewan pimpinan pusat adalah instansi/badan pimpinan tertinggi organisasi
FPI.

Masa jabatan pimpinan pusat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Apabiia dianggap perlu pimpinan pusat dapat membentuk coordinator daerah.
Pimpinan pusat dapat melakukan tindakan administrasi atau sejenisnya bila
ada Daerah/Wilayah yang vakum atau sudan selesai masa periodenya.
Ketentuan mengenai ahyat 4 dan 5 pasal diatas aklan diatur pada peraturan
khusus.

Pasal 62
PERSONALIA PIMPINAN PUSAT

Pimpinan pusat FPI terdiri dari ketua numum dibantu dengan beberapa orang

ketua, sekorang Sekretaris Jenderal yang dibantu beberapa sekretaris, Seorang

bendahara ahli yang dibantu beberapa bendahara, beberapa departemen 4

badan khusus, 4 lembaga otonom, 4 anak organisasi dan mejelis syura.

Beberapa Departemen Front antara lain :

a. Departemen Agama : Membawahi masalah Ibadah, dakwah,
fatwa.

b. Departemen Dalam Negeri  : Membawahi masalah dalam negeri.

¢. Departemen Luar Negeri : Membawahi masalah Luar Negeri

d. Departemen Bela Negara

dan jihad : Membawahi masalah pertahanan,

keamanan, dan jihad.

€. Departemer Sosial, Politik,

Hukum, dan Ham. : Membawahi masalah social, politik,
hukum, dan HAM.
f. Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan : Membawahi masalah pendidikan dan
kebudayaan.
g. Departemen Ekonomi,
keuangan dan Industri : Membawahi masalah ekonomi , keuangan
dan industri.
h. Deparetemen Riset dan
Teknologi : Memabawahi masalah riset dan teknologi.
i. Departemen Pangan : Membawahi masalah pangan.
j. Dertemen Kesejahteraan
Rakyat : Membawahi masalah pembangunan dan
' lingkungan hidup.
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k. Departemen Penerangan : Membawahi masalah Penerangan dan
informasi

. Departemen Kewanitaan : Membawahi urusan kewanitaan dan anak-
anak.

FPI memilki 4 (empat) Badan Khusus dibawah kordinasi Sekretaris jendral :

a. Badan Investigasi Front (BIF)
b. Badan anti Teror Front (BTF)
c. Badan Pengkaderan Front (BPF)
d. Badan Ahli Front (BAF)
FPI memilki 4 (empat) lembaga otonom :
a. Lembaga Pemantau Maksiat Front (PMF)
b. Lembaga Dakwah Front (LDF)
c. Lembaga Ekonomi Front (LEF)
d. Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF)
FPI memiliki 4 (empat) anak organisasi :
a. Laskar Pembela Islam (LPI)
b. Mujahidah Pembela Islam . (MPD
c. Serikat Pekerja Front ' (SPF)
d. Front Mahasiswa Islam (FMI)
Pasal 63

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
I

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan dan keputusan-keputusan MUNAS.

2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal

Sy EANFgD

S

penting yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI secara
nasional.

Menyelenggarakan Munas pada akhir periode.

Menyiapkan Draf Materi Munas.

Memberikan pertanggungjawaban kepada munas.

Menyelenggarakan sidang paripurna dan Mukernas sekurang-kurangnya 1 kali
dalam 1 periode kepengurusan.

Mengesahkan dan melantik Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah.
Melakukan Skorsing, pemecatan dan rehabilitasi terhadap anggota pengurus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64
PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang anggota biasa / Teras dapat menjabat sebagai pimpinan pusat
* maksimum 3 (tiga) periode berturut-turut.
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Pasal 65
PIMPINAN DAERAH

Pimpinan daerah instansi/badan pimpinan tertinggi kedua organisasi.

Masa jabatan pimpinan daerah adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak
pelantikan dan serah terima jabatan dari pengurus daerah FPI demisioner.
Berkedudukan di Ibukota Propinsi / Daerah Tingkat I

Apabila dianggap perlu pimpinan daerah dapat membentuk kordinator
wilayah.

Pimpinan daaerah dapat melakukan tindakan administrasi atau sejenisnnya
bila ada pimpinan cabang yang vakum atau periodesasinya berakhir.

Dalam satu propinsi dapat dibentuk satu atau lebih pimpinan daerah.
Ketentuan mengenai ayat 4, S dan 6 akan diatur pada peraturan-peraturan lain.

Pasal 66
PERSONALIA PIMPINAN DAERAH

Pimpinan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dibantu dengan 2
orang wakil ketua, seorany sekretaris dan dengan 1 oarang bendahara,
deparetemen-departemen dan badan-badan khusus.

Susunan pimpinan daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan
pimpinan pusat kecuali depaitemen luar negeri.

Pasal 67
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah daerah instruksi dan
ketetapan Pimpinan Pusat.

Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal
penting yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI yang
bersngkutan.

Menyelenggarakan musyawarah daerah pada akhir periode.

Memberikan pertanggungjawaban kepada Musaywarah Daerah.
Menyelenggarakan MUKERDA sekurang-kurangnya sckal! dalam satu
periode.

Mengesahkan dan melantik pimpinan cabang (PC) serta memberikan
rekomendasi pengesahan susunan personalia pimpinan daerah ke pimpinan
pusat.

Melakukan skorsing pemecatan terhadap anggota/pengurus sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Melaporkan secara berkala 4 (empat) bulan sekali perkembangan situasi dan
kondisi daerah secara tertulis kepada pimpinan pusat terhitung sejak
pelantikan pengurus daerah bersangkutan.

Sebagai pelaksana serta penanggungjawab terhadap aksi/pengerahan massa
FPI ditingkat daerah dan wilayah yang ada dibawahnya.
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Pasal 68
PERIODE JABATAN PEN GURUS

Seseorang anggota biasa/Teras dapat menjabat sebagai pimpinan daerah
maksimum 2 (dua) periode berturut-turut.

—

Pasal 69
PIMPINAN WILAYAH

Pimpinan Wilayah instansi/badan pimpinan tertinggi ketiga organisasi.

Masa jabatan pimpinan wilayah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak
pelantikan dan serah terima jabatan dari pengurus wilayah FPI demisioner.
Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/K otamadya/Daerah Tingkat II atau
sesuai dengan keputusan musyawarah wilayah,

Apabila dianggap perlu pimpinan wilayah dapat membentuk kordinator
pimpinan cabang,

Dalam satu daerah (territorial Tingkat II) dapat dibentuk satu atay lebih
pimpinan wilayah. 1 i
Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 diatas akan diatur dalam aturan-
aturan lain.

Pasal 70
PERSONALIA PIMPINAN WILAYAH

Pimpinan wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua umum
dibantu dengan tiga ketua, seorang sekretaris dengan seorang bendahara,
departemen-departemen dan bada-badan khusus,

Susunan pimpinan wilayah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan
pimpinan daerah.

Pasal 71
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah, instruksi dan
ketetapan-ketetapan instansi pimpinan diatasnya.

Menayampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal
penting yang bersangkutan yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada
aparat FPI di wilayah yang bersangkutan.

Menyelenggarakan musyawarah wilayah pada akhir periode.

Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.
Menayelenggarakan MUKERWIL sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
periode.

Memberikan rekomendasi pengesahan susunan personalia pimpinan cabang
kepimpinan daerah.

Memberikan rekomendasi skorsing/pemecatan terhadap pengurus/anggota,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Melaporkan secara berkala empat bulan sekali perkembangan situasi dan
kondisi wilayahnya secara tertulis kepada pusat dengan tembusan kepada
pimpinan daerah setempat terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan.

Pasal 72
PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang anggota biasa/Teras dapat menjabat sebagai pimpinan wilayah
maksimum 2 (dua ) periode berturut-turut.

LI o

Pasal 73
PIMPINAN CABANG

Pimpinan cabang adalah instansi/badan pimpinan tertinggi ke 4 (empat)
organisasi.

Masa jabatan pimpinan cabang FPI adalah 2 tahun terhitung sejak pelantikan
dan serah terima jabatan dari pimpinan cabang FPI demisioner.

Berkedudukan di Ibukota kecamatan atau sesuai dengan keputusan
musyawarah cabang. :

Dalam satu cabang (Kecamatan) dapat dibentuk satu atay lebih pimpinan
cabang.

Ketentuan-ketentuan pembentukan pimpinan cabang akan diatur dalam
peraturan khusus.

Pasal 74
PERSONALIA PIMPINAN CABANG

Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua umum
dibantu dengan oleh ketua, sekretaris, bendahara, departemen-departemen dan
badan-badan khusus.

Susunan pimpinan Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan
pimpinan Wilayah atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 75
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah Cabang, instruksi dan
ketetapan-ketetapan instansi pimpinan diatasnya.

Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal
penting yang bersangkutan yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada
aparat FPI di Cabang yang bersangkutan.

Menyelenggarakan musyawarah cabang pada akhir periode.

Memberikan pertanggun gjawaban kepada musyawarah Cabang.

Mengesahkan dan melantikl Pos Komando, serta memberikan rekomendasi
pengesahan susunan personalia Pos Komando kepimpinan wilayah.
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Mnyelenggarakan MUKERNAS sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
periode.

Melaporkan sccara berkala 4 bulan sekali perkembangan situasi dan kondisi
cabangnya secara tertulis kepada daearah dengan tembusan pimpinan wilayah
setempat terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan.

Pasal 76
PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang Anggota biasa/Teras dapat mencabat pimpinan cabang maksimum dua
periode berturut-turut.

Pasal 77
PERWAKILAN LUAR NEGERI

Untuk membantu pelaksanaan program kerja FPI didunia Internasional dapat
dibentuk perwakilan.

perwakilan luar negeri adalah badan yang dibentuk oleh pimpinan pusat FPI
untuk membantu menegakkan misi dan eksistensi dalam komunikasi dengan
dunia internasional serta merupakan bagian dari pimpinan pusat FPI.

Pengurus perwakilan luar negeri ditunjuk dan disahkan oleh pimpinan pusat.
Pimpinan pusat dapat mengangkat dan memberhentikan seorang pengurus
perwakilan sewaktu-waktu.

Perwakilan ljuarnegeri bertanggungjawab kepada pimpinan pusat.

pembinaan dan peungawasan perwakilan luar negeri dilakukan oleh
departemen luar negeri.

Aturan Jebih lanjut tenntang perwakilan FPI diluar negeri diatur tersendiri.

BAB XVI
TUGAS-TUGAS STRUKTURAL
Pasal 78
MAJELIS SYURA

Tugas majelis syura adalah menjG, membimbing, mengarahkan setiap aktivis
FPIL

Membantu ketua umum melalui masukan-masukan berupa informasi, saran,
kritik, dan nasehat.

Ketua majelis syura didalam menjalankan tugasnya dibantu dengan lima wakil
ketua yang membawabhi :

Dewan Syariat

Dewan kehormatan

Dewan Pembina

Dewan Penasehat

Dewan Pengawas.

(O8 (SR =l
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Pasal 79
FUNGSI DEWAN-DEWAN

Dewan Syariat

a. Menjaga nilai-nilai syariat dalam setiap aktivitas dan program FP1.

b. Membantu ketua umum FPI dalam menegakkan syariat ditubuh
organisasi.

¢. Memberikan masukan dan laporan pengawas syariat kepada ketua umum
FPIL.

Dewan Kehormatan

a. Menjaga dan memulihkan citra FPI.

b. Meneruskan dan meneliti setiap pelanggaran para aktivis FPL

¢. Merekomendasikan seluruh sanksi dan pelanggaran kepada ketua umum
FPIL.

Dewan Pembina _

a. Membina dan membimbing FPI dalam merealisasikan tujuan.

b. Membantu melancarkan pembentukan FPI di daerah dan wilayah.,

¢. Merekomendasikan pembentukan/pembekuan FPI didaerah dan wilayah
kepad ketua umum FPI, !

Dewan Penasehat

a. Memberikan nasehat yarg bermanfaat pada FPI.

b. Meyerap usul, saran, dan kritik terhadap FPI.

c. Merekomendasikan setiap imformasi, saran, kritik, keputusan dan
pertimbangan kepada ketua umum FPIL.

Dewan pengawas.

a. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas program FPI.

b. Menagawasi dan mengontrol perilaku para aktivis FPI.

¢. Merekomendasikan semua catatan pengawasan kepada ketua umum FPL

Pasal 80
TUGAS KETUA UMUM

Memimpin dan mengembangkan FPI secara benar dan baik
Membina seljuruh aktivis FPI menajadi manusia muslim seutuhnya.
Memperjuangkan hak dan martabat umat Islam didunia mana saja.

Pasal 81
TUGAS KETUA-KEFTUA

Memabangtun ketua umum
Mengkoordinir departemen-departemen yang dibawahnya.
Mengambil peran ketua umum ketika berhalangan melaksanakan tugasnya.
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Pasal 82
TUGAS SEKRETARIS JENDERAL I

Memabantu ketua umum
Berperan sebagai pengontrol, coordinator 4 badan khusus, dan 4 lemabaga

otonom seta 4 anak organisasi.
Mengambil peran ketua saat seluruh ketua berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 83
TUGAS SEKRETARIS-SEKRETARIS

1. Membantu sekretaris jenderal

to
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Mengambil peran sekretaris jenderal ketika berhalangan melaksanakan
tugasnya.

Pasal 84
TUGAS BENDAHARA AHLI

Membantu ketua umum dalam pengelolaan administrasi.

Menagawasi dan menjalankan administrasi dengan asas amanah.

Mengatur system keuangan FPI secara professional denagn asa ekonomi
Islam.

Pasal 85
TUGAS BENDAHARA-BENDAHARA

Membantu bendahara ahli

. Mengurus iuran/infaq dari anggota organisasi dan donator-donatur.

Menagambil peran bendahara ahli ketika berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 86
TUGAS KEPALA DEPARTEMEN

Membantu ketua umum secara maksimal dan penuh loyalitas.
Mengoptimalkan fungsi dan peran departemen yang dipimpinnya.
Menjalankan kerjasama yang baik dengan departemen yang lainnya.

Pasal 87
TUGAS BADAN KHUSUS, LEMBAGA OTONOM DAN ANAK
ORGANISASI

A. BADAN KHUSUS.

1. Badan Investigasi Front {(BIF).
BIF ada dua divisi :
Divisi Intelejen
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Mengawasi secara rahasia aktivitas apapaun dapat merugikan Islam

dan FPI.

Menjaga segala kerahasian pergerakan Front denagan semangat dan
loyalitas yang tinggi.

Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BIF kepada sekretaris
jenderal.

Divisi Pencari fakta.

a.

b.

Menacari, mengkaji dan memeriksa keakuratan fakta pad setiap
persoalan yang berdampak buruk terhadap Isalm dan FPI.

Membuat data secara lengkap dan professional terhadap fakta-fakta
yang ditentukan.

Melaporkan secara berkala 4 bulan sekjali tugas BPF kepada
sekretaris jenderal.

2. Badan Anti Teror (BAT)

a.

b.

Melawan segala aksi teror dari siapapun yang dapat merugikan Islam
dan FPL _
melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BAT kepada sekretaris

Jenderal.

3. Badan Pengkaderan Mujahidin (BPM).

a.
b.

Membaitu lembaga khusus dan sistem pengkaderan FPI.

Memberikan satuan-satuan tugas yang terampil dan terlatih secara
fisik dan mental untuk mempertahankan Islam dan FPI.

Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BPM kepada
sekretaris jenderal.

4. Badan Ahli Front (BAF)

a.

b.
®
d

Mengembangkan SDM anggota khususnya dari umat Islam umumnya.
Mencari metode yang tepat bagi perkembangan FPL.

Menganalisa setiap kelembagaan ilmu pengetahuan secara aktif,
Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BAF kepada sekretaris
jenderal.

B. LEMBAGA OTONOM
1. 'Lembaga Pemantau Maksiat Front (PMF)

a.
b.
et

Memantau dan menghimpun data kemaksiatan di Indonesia.
Mencegah secara dini terjadinya kemaksiatan.
Memberi penyuluhan dan dakwah tentang bahaya maksiat.

2. Lembaga Dakwah Front (LDF)

a.
b.
et

Membuat sistern (metode) dakwah khas FPI.

Membentuk korps Mubaligh FPI

Mengirim Da’i-dai kemasjid-masjid , instansi swasta/pemerintah,
pabrik dan sekolah-sekolah.
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3. Lembaga Ekonomi front (LEF)
a. Membentuk Koperasi FPI.
b. Membnetuk Bank Syariah
¢. Membuat pasar-pasar tradisional diwilayah yang strategis.

4. Lembaga bantuan Hukum Front (BHF)
a. Berperan sebagai penasehat hokum dan pembela aktifitas-aktifitas
Islam dan FPI yang teraniaya.
b. Membela dan membantu Mustad’afin dalam soal hukum .
c. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BHF kepada ketua
umum FPI.

C. ANAK ORGANISASI

1. Laskar Pembela Islam (LPI)
LPI adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi
dengan fungsi serbaguna.

2. Mujahidah Pembela Islam (MPI)
Kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan nuntuk menampung dan
menyalurkan aspirasi serta semangat amar ma’ruf nahi munkar para kaum
wanita Islam. Misi utamanya adalah memperjuangkan kaum wanita agar
berada pada posisi yang mulia dan terhormat didunia maupun akhirat.

3. Serikat Pekerja Front (SPF).
SPF adalh perhimpunan para anggota FPI yang bekerja sebagai
buruh/pegawai/karyawan diberbagai pabrik dan perusahaan.

4. Front Mahasiswa Islani (FMI).
Diharapkan FMI bisa menjadi tempat belabuh para mahasiswa FPI
diberbagai daerah, bahkan mamnpu tampil sebagai wadah kaderisasi aktivis
FPI, sekaligus sebagai stasiun pemberangkatan generasi penerus yang akan
memimpin FPI dikemudian hari.

Pasal 88
TUGAS POS KOMANDO

—

Mengkordinasi anggota FPI yang ada diposko komando.

2. Mengawasi perilaku ahklak dan kepribadian anggota FPI diwilayahnya.

3. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas posko komandno kepad DPC
FPI diwilayahnya.

Pasal 89
KEPUTUSAN RESMI PIMPINAN PUSAT

Setiap keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat harus melalui rapat pleno atau
setidak-tidaknya harus melalui rapoat pengurus harian.
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Pasal 90
KEPUTUISAN RESMI PIMPINAN DAERAH/WILAYAH

Setiap keputusan Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah harus melalui rapat pleno
atau setidak-tidaknya harus melalui rapat pengurus harian.

BAB XVII
ADMINISTRASI
Pasal 91
SYARAT ADMINISTRASI

Setiapa anggota biasa, teras maupun kehormatan diwajibkan memenuhi segala
persyaratan administrasi antara lain :

1. Mengisi Formulir

2. Menyerahkan Foto Copy tanda Identitas diri (KTP/SIM/Pasport)

3. Menyerahkan Pas Fhoto terakhir sesuai kebutuhan

4. Mentandatangani perjanjian anggota.

Pasal 92
NOMOR ANGGOTA

Nomor anggota dibuat secara Nasional untuk seluruh anggota dengan sepuluh
digit, dan berlaku seumur hidup :

» 2 (dua) digit pertama Kode Propinsi

» 2 (dua) digit kedua Kode Kabupaten

> 2 (dua) digit ketiga Kode Kecamatan ,
» 4 (empat) digit kekempat Nomor urut anggota

b. Enam digit pertama ditetapkan oleh DPP-FPI sedang 4 digit terakhir
ditetatpkan oleh DPC-FPI dimana anggota tinggal.

Pasal 93
IDENTITAS ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak mendapatkan kartu identitas Front(KIF) sebagai bukti
keanggotaannya, yang berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang.

2. Kartu nidentitas Front (KIF) tingkat Nasional dibuat dan dikeluarkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam (DPP-FPI) dan ditanda btangani
oleh ketua umum.

3. Kartu identitas front (KIF) tingkat local dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang-Front Pembela Islam (DPC-FPI) tingkat kecamatan masing-
masing dan ditandatnagani oleh ketua FPI cabang kecamatan.
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BAB XVIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasul 94
KEUANGAN ORGANISASI

Keuangan organisasi didapat dari :

1.
2.
3.

[uran dan infak dari anggota Organisasi
Donatur yang tidak mengikat
Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 95
KEKAYAAN ORGANISASI
Kekayaan organisasi adalah semua barang yang bergerak atau yang telah
dinyatakan sebagai milik organisast.
Harta kekayaan organisasi diinventaris menurut prosedur hukum yang berlaku.

Pasl 96
PEMBUBARAN ORGANISASI
Jika nrganisasi dibubarkan segala kekayaan organisasi dipergunakan untuk
perjuangan umat Islam.
Tata cara penggunaan kekayaan organisasi setelah dibubarkan diatur oleh
sebuah komisi yang dibentuk oleh MUNAS yang membuabarkan organisasi
ini.

BAB XIX
KETENTUAN UMUM
Pasal 97
KETENTUAN UMUM
Hal-hal yang lain belum diatur dalam anggaran rumah tangga FPI ini, akan
diatur Oleh pimpinan pusat dalam peraturan-peraturan khusus atau aturan-
aturan laih.
Anggaran rumah tangga ini hanya dapat dirubah oleh Munas atau siding
paripurna organisasi.
Semua ketentuan-ketentuan dan perturan-peraturan yang dibuat tidak sesuai
dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
{
Pasal 98
KETENTUAN LAIN

Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Munas I FPI
di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 26 Syawwal 1424 H/21
Desember 2003. M
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditctapkan

Ditetapkan di : Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

pada tanggal : 26 Syawwal 1424 H/21 Desember 2003. M
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